
GUBERNUR GORONTALCI

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 1' TAHUN 2010

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PUBLIK PADA
BADAN NARKOTIKA PROVINSI GORONTALO

GUBERNUR GORONTALO
Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tatakelola pemerintahan yang baik

melalui peningkatan kualitas pelayanan publik maka perlu pengaturan slandar
operasional prosedur (soP) pada setiap siatuan Kerja pemerintah Daerah di
lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang standar operasional
Prosedur (soP) Pelayanan Publik pada Badan Narkotika provinsi Gorontalo;

Mensinsat '' 3lli,i,n;y'.,11lflrJif"^i"r,,1,t#J,lo,,iol;to.lil1i'n"ffJHlt'-i,i,:i1H:
fambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
\egara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,-Tambahan Lembaran
Negara Repubtik Indonesia Nomor 4296):

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Repubtik Indonesia Tahun 2004 Nomar 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor  $4: sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomar 32 Tahun 200.{ tentan!
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4g44).

4- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik (l-embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nom-or 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 503g);

5. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang pengelolaan
Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2ooo trtomor 3
Seri E).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan ,\paratur Negara Nomor 13 Tahun
?009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan publik Berbasispartisipasi Masyarakat.

MEMUTUSKAN:

: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (S;OP) PELAYANAN PUBLIK PADA
BADAN NARKOTIKA PROVINSI GORONTALO

Menetapkan
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BAB I
KETENTUAN UMUM

pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1' Pelayanan^*lL:d313-l kegiatan atau rangkaian kegiatan datam rangka pemenuhankebutuhan pelayanan oagi majyarakat yang Jirioi"lrn oreh penyerenggara perayanan pubrik2 
[:lffi:rgfli,ff,e[?ffi[,5:0,,* yans seranjutnya disebut penyerensgara adarah Badan

3 
;:l*:H"ti!?:il?: 3fJl:Jilr,.ffiiutnva disebur pemberi Layanan adarah pesawai

4' 
$ffiltjl?:t?la 

Pelavanan Publik adalah Kepara peraksana Harian pada Badan Narkotika
5' standar operasional Prosedu.f yang. setanjutnya disingkat sop adatah acuanpenyelenggaraan pelayanan publik ying-ditari"nltrn oreh penyerenggara dan/atau pemberilayanan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan oagi masyarakaupenerima rayanan.6' Masyarakat yang selanjutnya disebl-l:1"-r*" t-ayanan adatah seturuh pihak, baik warganegara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kerompok, maupun badan hukum

iltn irll""Xfil1lr;o"nai 
penerima -minraai 

pfrrv"n.n prbrir., 
'na'ii. 

secara ranssuns

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2
Ruang lingkup pelgalL,rqn sta.ndar operasional prosedur ini adatah standar penyetenggaraanpelayanan publik yang oitaksanakin paol Badan ruarxoilia-provinsi Gorontato.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3
Maksud

Pengaturan tentang standar operasional Prosedur dimaksudkan untuk memberikan kepastian bagi
fffflfi!}nffi 

dalam setiap proses penvelengg"r""n-p"r"vanan pubtik pada Badan Narkotika

Pasal 4

Tujuan pengaturan tentang. srandar operasionJBisl"ou,. ini adarerh:a' terwujudnya pi9:9dur pelayanan yang jelas antara penerinna tayanan dan pemberi layanan
f,,1,.il,,ffi'[|ffi,,9i:?:.|]ffi' oair ru-nlsi p"r"nntJnrn daerah Ja., ri;skup rerra 6iJin

b' teruvujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan sebagai lrentuk komitmen ctan acuan bagiPenyerenggara.dan pemberi tafanan terhadap penerima rayanan;c' terciptanya suatu proses pelayanan yang tertib dan memberi kepastian bagi penyelenggara,pemberi layanan dan penenm a layanan.

BAB IV
STANDAR OPERASIONAL PROSEEIUR

Pasal 5
l' standar operasional Prosedur sebag.ai. kerangka acuan pernyerenggaraan perayanan pubrikpada Badan Narkotika ProvinsiGorontalo seoalaimana tanrpiran peraturan ini.2 

::rH?ffi::igaimana 
dimaksud pada avat iri r"i"p"kan basian yans tidak terpisahkan
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BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 6
Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan peraturan ini dibebankan_pada Anggaran pendapatan

[T"fi:,|jta 
Daerah Provinsi Gorontalo melatui opn-,skpo Baoan r.rl"*otna provinsi

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Gubernur ini murai berraku pada tanggar critetapkan

19::^=]'^"! ?t"19 mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini0engan penempatannya daram Berita Daerah provinsi Goro]rtaro

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 201O NOMOR15
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